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Nomor​ :​ 025/IKPPNI-P/X/2023​ ​ ​ ​ ​      Jakarta, 08 Oktober 2023 
Lampiran​ :​ 1. Foto-foto korban beturan fisik sepihak. 
​ ​ 2. Foto-foto Penegak Hukum. 
​ ​ 3. Tautan Liputan media terkait Insiden 
​ ​ 4. Foto Copy surat masyarakat. 
​ ​ 5. Foto Copy DUHAM. 
Perihal​ :​ Pelaut Niaga Diduga Dianiaya Oknum POMAL. 
Sifat​ :​ Mendesak. 
 
 
 
 
Kepada Yth. 
Panglima TNI- Republik Indonesia 
Laksamana TNI H. Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A. 
Jl. Cilangkap Raya No.62, RT.3/RW.4,  
Cilangkap, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13870 
 
 
Dengan hormat, 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Sang Pencipta atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya 
sehingga sebagai sesama warga negara Indonesia masih dapat melakukan aktivitas bersosialisasi dan bernegara 
secara berbudaya dan beradab produktif. 

Semoga bapak Panglima TNI beserta segenap jajaran tiga matra TNI sebagai garda terdepan dalam hal menjaga 
kedaulatan NKRI dan mengayomi jaminan perlindungan keamanan rakyat senantiasa dalam lindungan Allah 
Yang Maha Kuasa. 

Bersama ini kami Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (“IKPPNI”) selaku organisasi profesi dengan 
ini mewakili segenap Pelaut Niaga secara umum, Perwira Pelayaran Niaga secara khusus, menyampaikan 
keresahan yang dialami akhir-akhir ini dikarenakan dampak dari tumpang tindih kebijakan-kebijakan lintas 
Lembaga pemerintah yang diberlakukan tentang kepelautan (niaga) dimana tumpang tindihnya 
peraturan-peraturan demikian sangat MERUGIKAN PELAUT NIAGA. Klimaks ari puncak insiden yang terjadi 
adalah insiden benturan fisik secara sepihak yang terjadi dilakukan anggota POMAL pada tanggal 4 Oktober 
2023, terhadap nakhoda kapal KM.BARCELONA-2 beserta anak buah kapalnya di pelabuhan Manado. 
(https://beritamanado.com/begini-kronologi-kejadian-penganiayaan-abk-oleh-oknum-pomal-di-pelabuhan-mana
do-versi-tni-al/) 

I.​ Pertimbangan akan tugas pokok dan fungsi Polisi Militer TNI 

TNI terbentuk sejak 1945, kini usianya sudah memasuki 77 tahun. TNI memiliki peran, fungsi serta tugas 
khusus untuk menjaga keamanan Indonesia. Sedikit memahami TUPOKSI dari POM TNI dibawah ini: 

Polisi Militer disingkat PM atau Puspom TNI merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI yang 
memiliki peran penyelenggaraan bantuan administrasi kepada satuan dalam jajaran TNI AD, TNI AL, dan 
TNI AU. POM TNI menjadi otoritas pengawasan tertinggi dalam struktur TNI. Satuan fungsi ini terbagi 
menjadi tiga bagian berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Endiartono Sutarto pada 2004. 

Adapun pembagian tersebut yaitu Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAD, Polisi Militer Angkatan Laut 
atau POMAL, dan Polisi Militer Angkatan Udara atau POMAU. Pada 3 Mei 2015, Panglima TNI saat itu, 
Jenderal TNI Moeldoko merombak struktur dalam satuan Polisi Militer dari Staf Khusus POM TNI menjadi 
POM TNI. POM TNI berada di bawah komando Panglima TNI dan menjadi otoritas pengawasan tertinggi 
dalam struktur TNI. 
Dilansir dari Puspomad.mil.id, sejarah Polisi Militer, tidak lepas dari kelahiran Tentara Keamanan Rakyat atau 
TKR. TKR dibentuk pada 5 Oktober 1945, diadakan atas kebutuhan negara akan angkatan bersenjata untuk 
mempertahankan kemerdekaan. Sumber daya manusia dalam organisasi TKR berasal dari berbagai latar 
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belakang. Ada yang dari KNIL, Boei Gyugun atau PETA, Kempetai, Tokubetsu Ketsutai, Gakuin Kenkoku, 
Heiho, Seinendan, Polisi, Pangreh Praja, serta rakyat umum. 
Dengan keanekaragaman latar belakang ini, beberapa orang dalam TKR merasa perlu memiliki badan yang 
bertugas melaksanakan fungsi kepolisian dalam organisasi bersenjata tersebut. Oleh karenanya, disepakati 
bersama untuk dibentuknya Polisi Tentara, cikal bakal dari Polisi Militer yang dikenal saat ini. Bersamaan 
dengan perjalanan waktu, para Komandan Polisi Tentara se-Jawa mengadakan Musyawarah di Kopeng, 
Salatiga, pada 20-22 Juni 1946. Peristiwa penting di Kopeng pada 22 Juni itu selanjutnya diperingati sebagai 
hari jadi Polisi Militer. 
 
Tugas dan fungsi Polisi Militer  
Dalam menjalankan tugasnya, polisi militer TNI memiliki tugas pokok dan tugas fungsi sebagaimana dikutip 
dari laman Puspomad, Puspoal, dan Puspomau. 
Tugas Pokok: 
Kepolisian Militer TNI memiliki tugas pokok untuk membantu Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan 
dan menyelenggarakan fungsi polisi militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. 
Tugas Fungsi: 

1.​ Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik (Terhadap Anggota TNI) 
2.​ Penegakan hukum (Terhadap Anggota TNI) 
3.​ Penegakan disiplin dan tata tertib militer (Terhadap Anggota TNI) 
4.​ Penyidikan (Terhadap Anggota TNI) 
5.​ Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer  
6.​ Pengurusan tahana keadaan bahaya, tawanan perang, dan interniran perang 
7.​ Pengawalan protokoler kenegaraan 
8.​ Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI 

 
II.​ Pertimbangan visi Panglima TNI: 

Mengingat akan visi Panglima TNI yang menjabat periode sekarang dan untuk untuk mewujudkan visi tersebut, 
Panglima TNI memberikan penekanan berupa perintah harian kepada seluruh Perwira, Bintara, Tamtama, dan 
Pegawai Negeri Sipil TNI sebagai pedoman dalam berdinas dan bertugas sehari-hari. antara lain: 
 

1.​ Pengabdian kepada NKRI harus tulus ikhlas dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, serta teguh berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sapta Marga, Sumpah 
Prajurit, dan 8 Wajib TNI. 

2.​ Tingkatkan kualitas sumber daya prajurit agar menjadi prajurit yang profesional, tangguh, bermoral, 
berdedikasi, dan mempunyai loyalitas tinggi serta bermental Sapta Marga. 

3.​ Pertajam naluri tempur dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas operasi gabungan. Perkokoh soliditas 
antar satuan TNI dan perkuat pula sinergisitas TNI dengan Polri serta dengan elemen pemerintah dan 
lembaga lainnya. 

4.​ TNI harus menjadi pengayom dan membantu kesulitan rakyat guna memberikan rasa aman dari 
segala bentuk ancaman. Kehadiran setiap prajurit TNI harus membawa manfaat bagi masyarakat 
sekitarnya. 

5.​ Wujudkan reformasi birokrasi di lingkungan dan kultur organisasi TNI agar TNI menjadi instansi yang 
bersih, bebas korupsi dan semakin dicintai rakyat. 

6.​ Keenam, tanamkan nilai-nilai keprajuritan serta junjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib 
TNI, dan jaga selalu netralitas TNI. Para Panglima, Komandan, dan Kasatker bertanggung jawab dalam 
pembinaan dan berikan tauladan yang baik.  

7.​ Stop aksi arogansi Prajurit TNI, harus tegas namun tetap harus humanis dan disegani. Dengan 
pendekatan humanis maka akan bisa merebut simpati rakyat dan mendapatkan tempat istimewa di 
hati rakyat. 

Diakhir sambutannya, Panglima TNI berpesan jadilah prajurit profesional yang humanis. Ingatlah selalu petuah 
Jenderal Besar Soedirman, yakni “Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan 
suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian 
masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu”. 
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( https://jejakprofil.com/2023/01/17/panglima-tni-tni-harus-mampu-membantu-kesulitan-bangsa/ ) 
III.​ Pertimbangan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia 

Pasal 3  
Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.  
 
Pasal 5  
Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak 
manusiawi atau dihina.  
 
Pasal 7  
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua 
berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi 
ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.  
 
Pasal 8  
Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk 
tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau 
hukum.  
 
Pasal 11  
(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai 
dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua 
jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.  
 
 (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak 
merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut 
dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya 
dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.  
 
Rangkuman dari pertimbangan: 
I.​ Pertimbangan akan tugas pokok dan fungsi Polisi Militer TNI 

Mohon klarifikasi dari pihak Panglima TNI, apakah TUPOKSI Polisi Militer TNI AL sudah ada 
perubahan, sehingga penegakkan hukum masyarakat sipil juga sudah merupakan bagian dari tugas Polisi 
Militer? Bila memang demikian ada perubahan dimaksud, tentunya mohon petunjuk akan dasar 
Undang-undang yang menyatakan demikian dimana kami sebagai warga negara sipil mungkin masih awam 
dan terlewatkan terinformasi. Maksud dari kami menanyakan hal ini adalah intinya, bila memang ada 
referensi perturan perundang-undangan yang harus kami sampaikan untuk disosialisikan kepada para 
Pelaut Niaga secara umum, maka tentunya adalah merupakan kewajiban organisasi profesi untuk 
menyampaikan secara jelas. Hal demikian adalah tugas voluntary yang harus kami sampaikan sebagai 
mitra pemerintah, untuk mencegah berulangnya kejadian yang sama. 
 

II.​ Pertimbangan visi Panglima TNI 
Kami sebagai warga negara sipil tentunya akan sangat mendukung yang terbaik demi terlaksananya visi 
Panglima TNI. Dari kutipan tertulis yang ada maka difahami oleh warga negara sipil, terkait visi Panglima 
TNI dimana visi tersebut adalah merupakan penekanan berupa perintah harian kepada seluruh Perwira, 
Bintara, Tamtama, dan Pegawai Negeri Sipil TNI sebagai pedoman dalam berdinas dan bertugas 
sehari-hari. 
Namun nampaknya dalam kasus yang terjadi dalam topik surat ini, ada dugaan lalai pedoman perintah 
pelaksanaan di lapangan oleh jajaran aparat TNI AL pelaksana penegakkan hukum menyangkut pedoman 
dalam berdinas dan bertugas sehari-hari yang termaktub dalam butir nomer 2, 4, 5 dan 7 diatas.  
Mohon arahan oleh Panglima TNI kepada kami sebagai warga negara sipil, bila memang ada cara pandang 
yang perlu diluruskan tehadap pendapat kami di atas. Dan tentunya bila dugaan lalai perintah diatas 
memang terjadi, kami sebagai warga negara sipil akan sangat menghormati keputusan bijak yang diambil 
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oleh pimpinan TNI tertinggi sebagai langkah pembinaan internal TNI untuk tetap menjaga marwah TNI 
sesuai amanah Undang-undang Dasar ’45 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
TNI. 
 
 

III.​ Pertimbangan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia 
Dari azas yang tertuang dalam deklarasi universal hak azasi manusia dalam pasal-pasal yang kami cuplik 
(pasal 3, 5, 7, 8 dan 11), tentunya adalah kewajiban kami sebagai Rakyat Sipil mengingatkan agar tindakan 
para anggota TNI yang memiliki martabat tinggi humanis dalam kehormatan kedudukan penegak hukum 
di tengah geliat bernegara harus tetap terhindar dari potensi yang dapat tecederai akibat tindakan perilaku 
manusia yang mudah khilaf. Martabat anggota harus tetap terjaga untuk mendukung cerminan martabat 
pimpinan, dan tentunya kami warga negara sipil sangat mendukung sikap moral integritas TNI di semua 
lini untuk bersama menjaga martabat NKRI dalam suasana urun rembuk, musyawarah mufakat. 

Demikian surat ini disampaikan untuk kepentingan segenap Pelaut Niaga secara umum dan menghindari 
dampak signifikan sampingan akan ancaman kerugian devisa negara dari sektor Pelaut Niaga, dimana peran 
aktif masyarakat maritim adalah diwajibkan oleh Undang-Undang untuk bela negara. Dan surat ini adalah 
bagian dari bela negara atas ancaman pemasukan devisa yang cukup signifikan, bila sinergitas dan kolaborasi 
antara masyarakat maritim niaga sebagai pemutar ekonomi negara merasa tidak mendapatkan pengayoman 
keamanan dan kenyamanan berproduktivitas, justru karena trauma akan ancaman dari internal apparat TNI. 

TNI kuat bersama Rakyat.  

 
             Hormat kami,  
 
 
 
 
 
Capt. (C) Dwiyono Soeyono M.Mar 
               Ketua Umum 
 

 

Tembusan: 
1.​ Seluruh Ketua Alumni Sekolah Tinggi Pelayaran Niaga – RI. 
2.​ Presiden RI. 
3.​ Ketua Mahkamah Konstitusi – RI 
4.​ KASAL – TNI. 
5.​ Kemenko Marinvest – RI. 
6.​ Kemenhub – RI. 
7.​ Kemenaker – RI. 
8.​ Kementerian KUMHAM – RI 
9.​ Kemenparlu – RI 
10.​ Ketua DPR-RI 
11.​ Komisi-V DPR RI. 
12.​ Komisi- DPR RI 
13.​ Dirjen Perhubungan Laut. 
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Lampiran-1: Foto-foto korban benturan fisik sepihak. 
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Lampiran-2: Aparat Gakkum POMAL diatas kapal KM.Gregorius 
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Lampiran-4: Surat dari masyarakat kepada DANLANTAMAL VIII MANADO 
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Lampiran-4: Surat dari masyarakat kepada DANLANTAMAL VIII MANADO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCp5pQe8vIU 

https://video.okezone.com/play/2023/10/06/1/171754/kapten-kapal-diduga-dianiaya-pomal-ini-pen

jelasan-lantamal-viii-manado 

https://video.sindonews.com/play/86215/viral-cekcok-kaptel-kapal-dan-pomal-ini-penjelasan-lanta

mal-viii-manado 

https://www.dailymotion.com/video/x8olel4 

https://www.youtube.com/watch?v=bPFh4O0Lyt8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIOOkqoXd4Q 

https://www.youtube.com/watch?v=nrxfTxLajQU 

https://www.youtube.com/watch?v=PAbyFZCQjAc 

 

Lampiran-5: Foto copy Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZIOOkqoXd4Q
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